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Pasal 28  Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang  No. 1 1    tahun 2008  

tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, penyelenggara 

sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penga- manan dan 

perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Jika terjadi 

kegagalan ter- hadap suatu sistem informasi yang menga- kibatkan sistem 

menjadi tidak berjalan seba- gaimana mestinya, maka yang akan dituntut 

disini adalah pemilik dari aplikasi tersebut karena posisi perangkat lunak 

(software) atau tanggung jawab terhadap jasa yang digunakan. 

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, 

tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan Pelayanan Keseha- tan 

online apabila pasein mengalami keregu- ian, baik itu karena kesalahan 

yang telah dilakukan  oleh  dokter  dalam  keadaan  lalai atau sikap tidak 

berhati-hati maka pihak yang  dirugikan (pasien) harus membuktikan 

terleb- ih  dahulu  bahwa  benar  adanya  kesalahan dokter dalam 

memberikan pelayanannya. Namun karena tindakan yang dilakukan 

dokter pada layanan medis online hanya menyangkut konsultasi online 

saja maka sulit untuk mem- buktikan terjadinya kesalahan profesi 

karena dokter masih menganggap belum terjadi per- janjian terepeutik 

pada layanan medis online. 
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